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JCEPWIUSAN BUP ATI SJIX)ARJO 
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PETIJNJUK PELAKSAN~ PERA TIJRAN DAERAH KABUP A TEN $JIX)ARJ0 

. NOMOR 13 T¥nJN2001 TENfANGPAJAKPARKIR --~ 
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~ 
s. 
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,, .. 
.,- Mengingat 
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Bahwa dengan disahkannya ·Peraturan Daerah Kabupaten SidoaJ.jo Nornqr 13 Tahun 
2001 tcntang Pajak Parlcir, yang diundangkan dalam Lcmbaran ·Dacrah Kabupatcn 
Sidoarjo Nomor ·6 ~ tanggal 22 Nopember 2001 Seri : A, maka dipandang pcrlu 
untuk menetapkm petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah f.~ dengan 
Kcputusan Bupati Sidoarjo. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

. ~ 

Undang-Undang Nomor 1,? Tahun 19SO tenta.ng pembentukan DFah-daerah 
Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang­
Undang Nomor, 2 Tahun 1965 tentang pcrubahan batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat IT Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19 Tambahan tcmbaran Ncgara Nomor 2730) ; ~· 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana Q.:-embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran 
Ncgara Nomor p209) ; · 
Undang-Undanl Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Liittas dan Angkutan 
Jalan (Lcmbaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3480) ; '. · 
Undang-Undang Nomar 17 Tahun 1997 tcntang Badan P~elcsaian Scngkcta 
Pajak (Lembarap Negara Tahun 1997 Nomor 40 TambahaJ:i LembJran Ncgara 
Nom or 3684) ; . . 
Undang-Undang· Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi 
Daerah (Lem'*an Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran 
Negara Nomot 368S) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Ta~un 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 teittang Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah ~an Ncgara 
Republik Indoriesia Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lcmbiran Negara 

I ' 

Nomor 4048) ; ;· 
Undang·Undan8 Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

f 
Nomor 3686) ;· :· · 
Undang-Undans Nomor 22 Tahun. 1999 tentang Pertterintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tamb~ Lembaran Negara 
Nomor 3839) ; 
Undang-Undanl Nomor 25_ Tahwt 1999 tentang Pcrimban911 Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 

·- I 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; . 

• . -- ; t 
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9. Peraturan Penimntah Nomor 25 Talnm 2000 tentang Kewenangan Pcmerintah 
dan KcwcnanAO Propinsi sebagai Daerah Otonom ~ Ncgara Tahun 
2000 Nomor 54; Tamb~ Lcmbaran Ncgara Nomor 3952) ; •. 

10. Peraturan Pemepntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Tahun t OOl Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138). 

11. Peraturan Daer~ Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak 
Parkir ( Lcmb~ Daerah Kabupatcn Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2001 Pada 
tanggal 22 NoPember . 2001 seri A ). 

··~ MEMlm.JSKAN : 
-',1 

J: 

KEPUlUSAN BUPATI SIDOARJO TENrANG PETIJN.JUKr· PEL\KSANAAN 
PERATIJRAN DAEIJ.AH KABUP ATEN SIDOARJO NOMOR r~ 13 T!ufuN 2001 
TENTANoPAJAK PARKIR r , 

l 1•/. • 

;.' 
~ 

BAB I 
KETENIUAN UMUM 

Pasal 1 :,~~ 

. :,. .. 
' 

·;t 
., f . Dalam Kcputusan ini ;yang dimaksud dcngan : ; 

' 

·.f 1. 
2. 
3. 
4. 

s. 
6. 

7. 
8. 

9. 

Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ; ~· 
Pemerintah Dac;l'ah, adalai! Pcmerintah Kabupaten Sidoarjo ~ 
Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ; 
Dewan PeiW~ R.akyat Daerah adalah Dewan Pctw~an ~kyat Dacrah 
Kabupaten Si<k';arjo ; · · . · · 
Kas Daerah, attalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ; ;~ 
Bcn~an ·Khusus Pcnerima untuk sclaqjutnya disingkat BKP, adalah 
Bcndaharawan :Khusm Pcnerima pada Kantor Dinas PCJl.(Japatap Kabupatcn 
Sidoarjo; : 
Dinas Pendaparim acWaJt Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ; ~ 
Pcjabat adalah, pegawai yang dl'beri tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah 
scsuai dengan ~aturan pcrundang-undangan yang bertaku' ; ~ 
Badan adalah s8'kumpulan orang danlatau modal yang merupakan kcsatuan baik 

' yang melakukap. usaha maupun yang ti.dak mclakukan U;S8ha ~ meliputi 
perseroan terb~ perseroan komanditer, perseroan lainnya, ~adan Usaha 
Milik Ncgara jltau Daerah dcngan nama dan dalam bcrituk apapun, finna, 
lrongs~ koper~ dana pcnsiun, persekutuan, pcrl<umpulan,'.yayasan, organisasi 
massa, organiJsi sosial politik, atau organisasi yang scjcrlis, lcm:baga, bentuk 
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ; •-

• t 

10. Pajak Daerah ying se~utnya disebut pajak adalah iuran wajib ya!tg di1akukan 
oleh orang pri~adi atau badan kepada daerah tanpa imb~an Jailgsung yang 
seimban& yan~. aa dapat dipaksakan berdasarkan peraturan ~~-undangan 
yang bcrlaku, yang digunakan untuk mcmbiayai penyclenggaraan pemcrintahan 
dacrah dan pembangunan daerah ; 

11. Pajak yang t~g ada1ah pajak yang banls dibayar pada suatu saat, daJam 
Masa Pajak, ~ Tahoo Pajak, atau da1am bagian Talnm Pajak mcmuut 

k ' ••. 

ketcntuan peraturan perundang-lDldangan perpajakan dacrah ; , 
12. Pajak Parlcir ad,alah pajak yang dikcnakan atas penyclcnggaraan tcmpat parldr 

dan atau ijin m¥uJc kendar~ bennotor yang dipungut bayaran ; '. 
13. Parkir adalah keadaan tidak bcrgcrak suatu kcmdaraan yang ~ak bcrsifat 

scmentara; 

, -.. 

·:; 

. .. . . , 
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14. Tempat Parkir !adalah tempat parkir diluar badan jalan y~ disCdiakan oleh 
orang pribadi aku badan, baik yang disediakan berkaitan dcngan 'pokok usaha 
maupun yang ·disediakan sebagai suatu usaha, tennas~ tempat penitipan 
kendaraan bemtotor dan garasi kendaraan bermotor yang mem1mgqt bayaran ; 

1,. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat berg~ di'~ jalan terdiri 
dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bennotor ; {. 

16. Ijin Tempat Parlclr adalah ijin yang diperlukan untuk menyclenggatakan tempat 
parkir yang dtjalankan secara teratur dalam suatu bi~g tertmtu dengan 
dipungut bayar-.n untuk maksud mencari keuntungan ; ~ 

17. Sw-at Pemberitahuan fajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD,:: _adalah sw-at 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pCD.ghitungan dan/atau 
pemhayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, ~atau harta 
dan kewajib~ menUJUt ketentuan pcratw-an pcrundang-undang~ perpajakan 
Daerah · ~ · .. . 

18. Sw-at S~toran P.jak Daerab yang dapat disingkat SSPD, adalah sut.t yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang le-e Kas · Daerah atau ke tempat pembayar~ lain y'ang ditunjuk 
oleh Bupati ; .,' , ·: 

19. Sw-at Ketetapai) Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, radalah surat 
ketetapan pajak yang rnenentukan besamya jum1ah pokok pajak ; ~ 

20. Surat Ketetapa4 Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingklt SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah J>okok pajak, 
jumlah kredit J?ajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok paj~ besamya 
sanksi adminiittas~ ~ jumlah yang ma.qih harus dibayar ; . ' 

21. Surat Ketetapaq. Pajak Daerah Kul'ang Bayar Tambahan y.ang da~t disingkat 
SKPDKB1~ a4alah sw-at ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak y4tlg telah ditetapkan ; ~ , 

22. Surat Ketetap31} Pajak Daerah l.ebih Bayar yang dapat disingk~ SKPDLB, 
ada1ah sw-at k~etapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan: pembayaran 
pajak karena j~ah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang Jerutang atau 
tidak seharusn~a terutang ; ~ 

23. Surat Ketetapai}[Pajak_Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN~' adalah surat 
ketetapan paj4 yang JllCilCJltukan jumlah pokok pajak sama be~ya dengan 
jumlah kredit Pfjak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit .,.jak ; 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPo:: adalali . SW"at untuk 
melakukan tagi)tan pajak danlatau sanksi administrasi berilpa bupga danlatau 
d da . l. ·:'· 
en ' i \ . 

2S. Surat Keputu84D Pembetulan adalah sw-at keputusan · yang ~embetulkan 
kesalahan tulij, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalattt penerapan 
ketentuan te~tu dalam peraturan perundang-undangart perpajjkan Daerah 
yang terdapat ~am Surat Ketetapan Pajak Daerah, Sllrat Kctetapan Pajak 
Daerah Kw-angtBayar,: Sw-at Ketetapan Pajak Daerah KW'allg Bayar Tambahan, 
Sw-at Keteta~· Pajak Daerah Lebih Bayar, Sw-at Ketetapan Pajak Daerah Nihil 
atau Sw-at T3gihan Pajak Daerah ; ; 

26. Sw-at Kepu~ Keberatan adalah surat keputusan atas '· keber~tan temadap 
Sw-at Ketetap~ PaJ~: Daerah, Sw-at Ketetapan Pajak D~ah Kw-ang Bayar, 
Sw-at Ketetapari PaJak:Daerah Kurang Bayar Tambahan, Stirat Kqetapan Pajak 
Daerah Lehib ~Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah -Nthil •au terhadap 
pemotongan ai;u pemungutan oleh pihak ketiga yang diajulwi oleh Wajib 
Pajak. · ~ · ~ 

J ,, 
k' '

' . , 

f } BAB ll ,:i , 
JfENYELENGGARAAN TEMPATP~ { 

~l. Pa.ul 2 : :~ 
\. . ; 
~' .~ ~ 

(1) Menunujuk KcPta Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoatj6 yang~bertanggung 
jawab terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peratw-an Daerah No~or 13 Tahun 
2001 tentang Pajak Parldr tennasuk yang menyangkut pemungut&rui Pajak; 

l ' \ 
1 ~ ~ .'1: ,, ~l 
r, '~ 

' ~' '>· ; 1: 

;~5.~ f.i 
'i ·. ~~ ~.~ .. : ... ~ ... ,. .. ~=~~JI 
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(2) MenwUuk Kepa,la Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam hal proses 

pemberian ijm;: pengawasan, pembinaan dan pengendali~ penyelenggaraan 
tempat parkir. ·;a · · 

:'l ~ Pasal 3 :;f. ~. » J 1"8¥· '• 
,: ~ ~ '( 

(1) Pcnyelcnggara4lt tem~at parkir yang dipungut bayaran .~dapat lWlaksanakan 
setelah mend ap-t iZin dari Bupati ; '· f 

; 

(2) Untuk memper~leh izin penyelenggaraan tempat parkir kendar~ dimaksud 
pasa1 2 kcputusan ini, pemohon diwajibkan mcngajuk'\1), surat~ pennohonan 
kepada Bupati '.lengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan 
dan l(epala Din~ Perhubungan dengan dilengkapi : 
a. Copy KTf ; ~ '" { 
b. Denah (gambar) lokasi parkir; , . ) 
c. Surat pefsetujuan tidak keberatan dari pemillk tempat/lahan parkir, 

apabila lal;um tersebut bukan milik sendiri ; _1 

d. Copy bukti pemilikan laban parkir atau Surat keterat;lgan Kepala 
Desa/K.chirahan, apabila laban tcrsebut mililmya sendiri ; ~. 

e. Besamya - pembayaran tempat parkir yang abn di,pungut oleh 
penyelen~ara tempat parkir. 

~ .t 

(3) Sebclwn diterbitkan ·.izin penyclenggaraan tempat parkir terlebih dahulu 
diadakan penelitian I peninjauan lapangan ke lokasi tempat penyelenggaraan 
parlOr oleh Din~ tcknis terkait. 

' . 
. ( ·~ 

·.~, - B AB m ·~ 
PEN'YELENGOAR.AAN PENCATAT AN PENERIMAAN1 

'J . . •.' . i . • ~ 

. i Pasal 4 ~ v· 
·~ f ~ ' ' . 

Bagi Wajib Pajak diwajibkan menyelcnggarakan pencatafan perlerimaan dan 
atau menggunakan mesin kas. ~ 

-~ 
' 

' j .f--

~AR i>ENGE~~ D~ TARIF PA.T~ 
-~ ·.. i: 
' . Pasal5 ' . :~ 
~ 

',f . 

' 

Dasar pengenab Pajak adalah jum1ah pembayaran atau yang seharusnya 
d.ibayar untuk pemakaian tempat parkir. .~. 

~ ;_:t f 
~:~ Pasal 6 ~ 

Tarif Pajak dit~pkan:. sebesar 20% (dua perseratus) dati ~ah'~pcmbayaran 
atau yang seharusnya~d.ibayar untuk pemakaian tempat parkir. ~ f 

~ .. : . . 'l ~.: 
~ ·-- ~~-

·;'. :' ...... 
•\' . 

~l . ' 

BAB V 
' MEDIAPUNGUfAN 

Pasal 7 
~ . 

(1) Pengadaan mej!ia p.tan diselen_ggarakan oleh orang .~n'bad.i.~ atau Badan 
yang menyelen~arab.il tempat parkir ; ~' ~ 

{- f . i ·~ 

(2) Media pWlgut~ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bCrbentuk karcis atau 
bentuk lainnya, ~ mendapat legalitas (parporasi) dari Dilw, Pendapatan. 

~11.· : ; r. ·~ >:~ 

r t1.~ 1: '!!<·,,, :':. 

~ . -~" -:~ . 

f ,[f' :t:l.; 
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·. ~~'l ~ r ".}, , ... ·•) 

PERS¥'ARATAN DAN TATA CARA PEMBAYAlt.AN f 
. ;~i · ANGSURAN DANPENUNDAAN .. 't. 
:! ( :- t 
) ~- ' ·t Pasal 8 I { 
~'' -.~ ·;../ . ,., ·.~ 

'': ... . •. ' 

,.., .~ ~ .. 
(1) Pembayaran pajak secara angsuran dan atau penundaan .t diJakukan dcngan 

mcngajukan pea.mo~ tcrtulis kcpada Bupati ; ~ 

(2) Pennohonan ~uran,:4an atau pemmdaan sebagaimana ~ dalam ayat 
(1), dilampiri eopy SKPD serta atasan yang jelas mcngcnai angsuran dan atau 
pcnwutaari pembayaran ; , · 

~ . 

(3) ~==s:~!k~~~";~~~~~ 
atau pemmdaalt pembayaran serta menyer-ahkan surat pereetu~ I penolakan 
angsuran dan atau penundaan kepada wajib pajak ; _·,· _, 

f· . 

(4) Jangka waktu ';mgsuran dibcrikan. a:::: banyak 4 (empat)fkall angsuran yang 
dibayar secara:·ttratur S,etiap bUlan satu tahwt takWinl'·; : 

~~ : . ; ~ ·· . ~ ~ 

(5) J~ waktu ~wtdaan ~bayaran pajak diberikan paling lama~ (dua) bulan 
dari ber~-masa p8Jak dalam satu fahun takwim. ·. :~ 

~ ~ ~ 
.... ~ . ' 
' :f r B A B Vll .ii '· 

TATAC~PEMBEIDANPENGtmANGA~~GANAN 
·:r., DAN PBMBEBASAN PAJAK ~ ~ •: 
{.i ' - :rJ> !. 
~ <t • ~ - ..;.t 

:ii ·~ Pasal 9 1'~; ; 
~~ • I 

· ~ 

(1) W~iib P~ak d4Pat mengajukan pennohonan penguranian, k~ dan 
pembebasan p&Jak secara tertuliS kepada Bupati dengan tem~~ kepada 
Kcpala Dinas Pendap~, dengan melampirkan copy KTP, 'SKPD :disertai 6ukti 
dari alasan yangjelaS; · 

( . . 
.. .. . ~ - . 1 

(2) Dinas Pendapatan mt£pgadakan pcnelitian dan pemerik- tedladap Wajib 
Pajak sebagaj . baban pcrtimbangan pcmberian pcrsctujuan I pcnolakan 
pemberian pe~angail, keringanan dan pembebasan ~ak ~ ·, 

(3) Pemberian p~kurangan, keringanan dan pembebasan pajak ti4ak menunda 
kewajiban ~·ayaran:pajak. ~ :; 

)~.~ ~ 
,,\ ~ p 1 10 ·lA~ '! 
'f. asa -. ·-~· {, 
' ' ' 

(1) Wajib Pajak ~at mCQgajukan ~ohonan kcbcratan keP.ada Btipati mclalui 
Kepala Dinas ."j>endapatan, disertai penjelasan dan alasasn-~~an mcngenai 
ketieratannya, , $e)am6at-lambatnya 3 (tiga) bulan setclah ditcrimanya Surat 
Pcnetapan ; ~ • · P, 

l 'f 

(2) Keputusan Bu~ti mengenai keberatan yang diajukan Waj~- Pajak ,dapat berupa 
pcnobkan, perterimaan keberatan atau penerimaan setiagian dari kcbcratan, 
yang ditua1tglian dalam Surat Kcputusan Bupati sclambat-lambamya 
dikeluarkan ~ jangka waktu 12 ( dua betas) bulari dari 'tanggaJ· diterimanya 
pennohonan ; . ~ ;, r 

,_, . . (3) ~~;~ batas waklu tenebut pennohorum .ke~ dianjJsap 

I · .·. . r~ t· \l · ·"' : ( 4) Apabila ~nan 1 keberatan diterima dan tezJ:ta ;Jumlah' yang telah 
-~': dibayarkari lebih besar·darijwnlah yang ditetapkan m Surat KePutu8an atas 
" _- keberatan, mak• kelebihan i>embayaran pajak tersebut ~ dipcroleh kembali 

1 melaJui prosedlt pengembalian kelebihali pembayaran pa)ilk. 
:t;:. f: 4 1. 

I' I'' '·"· <\ ~·; -. L ~ - ~· 

f ~· ~ i 
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Pasal 11 . ;' 
}·* . .. '·' 

(1) Apabila Wajib Pajak masih merasa tidak puas atas Surilt Kcputusan Bupati 
mengenai kebcratan yang diajukan, mab Wajib Pajak ~sih meinpunyai hale 
wttuk mengajubn pcQilohonan banding kepada Badan Penyeleq.j.an Sengketa 

'ak . ' . !(<' PaJ ; . ·J ,;; ;\ 
L -~ J 

(2) Surat pennohonan banding harus dilengbpi dengan : . :~ ::· 
a. Penje~ mengenai alasan Banding ; ·~ 

(3) 

(4) 

b. Surat K~ Bupati mengenai keberatan yang telah diajul¢an ; 
c. Dokwnen1~perpaj&kan yang bcrsangkutan dengan pCnnohonan banding 

(SKPD, SlQ'DT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, S:KPDN, STPD); 
d. Bukti pellibayar~ yang teJah dilakukan oleh Wajib Pajak. ' t ,, ):, 
Kesempatan • mcngajukan pennohonan Banding haiD'a dibcrikan dalam 
jangb waktu ~ (tiga), bulan sejak diterimanya Keputus~ Bupati mengenai 
keberatan · '1 '• ; 

' • f J . ~ , ,1 -·. r 5~ ~ 

SeteJah jangka~ waktU dilewati, maka hak Wajib Pajak:~ untuk ·( mengajukan 
pennohonan Bib.ding Sudah tidak ada lagi. ·· .. 

: . if J: 
., ~'t, • ~f 

~ i' ~ ~ ·~ . 

-~~ B AB IX ·~. ~: .. - r • J~ .-

KRITE~WAJIBPAJAKDANTATACARAP~UKUfN 
~ ~ - ~· ~ 

iJ' ~· Pasal 12 ::; 
. yl .i • ~· 

'• 

(1) K.riteria Wajib:;Pajak yang menyelenggarakan pembukuatl yaitu 'Wajib Pajak 
yang melalaibn usajla jasa, dagang. manufaktur dan lain~lain dengan 
omzet diatas lp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pettahun ; ; 

~{ 
~.;, 

(2) Pembukuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) harUs dllakukan secara 
tertib, teratur ~ benar sesuai dengan standa:rt pembukuan yang bellaku. 

·~ 
~ r . r ~ . • 
. :'t 1· BAB X ~~ 
>ttATA~CARA PEMERIKSAAN PAJAK .'.! 
Lj ·.·· i .).;, 

:.;:w ;~· Pasal 13 .·! 
b~~ ' • 

{ t l 

(1) Pemeriksa Pajak adallh Pegawai Negeri Sipil atau tenag8.' ahli ~g ditunjuk 
oleh Bupati ~ pejabat yang diberi wewenang dan t:artigung ijawab untuk 
melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan daerah; .i ~~ 

. . ~ 

(2) Bentuk pemeriisaan meliputi pemeriksaan sederhana kurtor dan :pemeriksaan 
sederhana la~an ; ' : . ~ 

r.' . , c A 
(3) Pemeriksaan se<lerhana kantor scbagaimana dimaksud dalam ayat;:(2) meliputi, 

jenis pajak terf6ntu untuk tahun berjalan yang dilakukan · dengari" menerapkan 
teknik pemerlU~ dengan bobot dan kedalaman yang sederhana · ~aksanakan 
di Kantor D~·Pendapatan ; 1 

,. 

( 4) Pemeriksaan ~~ lapangan sebagaimana dimaksti.,d dal~ ayat (2) 
meliputi ; sel~ J.enis pajak wttuk tahun berjalan. cJa!1 ~· tahun-tahun 
sebelwnnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan 
bobot dan kedal~an yang sederhana, dilaksanabn ditempat wajibpajak ; 

~ ' 

(S) Hasil pemeriks&an yang seluruhnya disetujui oleh Wajib. Pajak, dibuat surat 
pemyataan tenUng persetujuan yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak; 

'\ 
~ ·: • J ~ · 

(6) Hasil temuan ~am pcmcriksaan yang selurulmya atau ti~ seb:iruhnya tidak 
disetujui oleh Wajib Pegak dilal."Ukan pembahasan alchir basil pemeriksaan ; 

-

I 



(7) Laporan pcmeribaan yang dibuat oleh pemerikn diaunlkan aebapi dasar 
pencrbltan SIC.P.DKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, SKPDLBT, SKPDN atau 
tujuan lain ut\tuk pelabanaan kctcntuan pcratunm panmdang-undangan 
pcrpajakan dadab ; 

(8) 
. . 

Apablla W~ib fajak tidak memberikan tanggapan atas basil pem,mbaan atau 
tidak mcnghadirl pembahasan akhir basil pcmeriksaan, maka sui"at kctctapan 
atau tagiban diterbitkan sccara jabatan berdasarkan basil pemetiksaan yang 
disampaikan kcpada Wjaib P4jak. 
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(1) Kepumun ini ~rlaku scjak tanggal diretapkan. ; 

(2) Keputusan ini diumumlcan daJmn lembaran Daerah Kabupaten Si<Joatio. 

Ditetapkan di S I DO A R 1 0 
pada tangpl I I Mdrtt · 2002 

BUPATI SIDO/..Iu 

R WIN HENDRARSO 
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